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Tata kelolainformasi (information governance) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
(LPP TVRI) dilakukan oleh lintas fungsional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab LPP TVRI
sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sertavisi LPP TVRI. Pendlitian ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana lintas fungsional melakukan koordinasi bersama sehingga diketahui model tata
kelolainformasi di LPP TVRI dalam menciptakan informasi (materi siaran) menggunakan enterprise
content management system. Lebih jauh penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat matrik
model kematangan tata kelolainformasi menggunakan Generally Accepted Recordkeeping Principles
(GARP) yang sudah diterapkan di LPP TVRI. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode
studi kasus eksploratoris guna melihat lebih jauh bagaimana praktik tata kelolainformas yang sudah
dilakukan di LPP TVRI. Menggunakan Information Governance Reference Model (IGRM) diketahui model
tata kelolainformasi dilakukan oleh lintas fungsional untuk berkoordinasi dalam menciptakan materi siaran
dalam tahapan daur hidup informasi. Masing-masing tahapan dianalisis menggunakan elemen bisnis, elemen
hukum dan elemen pribadi dan keamanan, elemen teknologi informasi, serta elemen manaemen informas
dan rekod. Elemen-elemen tersebut dilakukan oleh masing-masing fungsional sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya. Daur hidup informasi yang dilakukan oleh masing-masing elemen saling terintegras
dalam Enterprise Content Management System (ECMS) pada aplikasi etere. Model tata kelolainformasi
yang telah diterapkan di lingkungan LPP TVRI berada padatingkat 2 matrik model kematangan tata kelola
informasi yang berarti model tata kelolainformasi telah memberikan dampak di LPP TVRI namun belum
memiliki kekuatan hukum atau standar baku dari organisasi.

...... Information governance in the Indonesian Television Public Broadcasting Institute (LPP TVRI) is
carried out cross-functional to carry out the duties and responsibilities of LPP TVRI in accordance on Law
number 32 of 2002 about broadcasting and LPP TVRI vision. This research was conducted to find out how
crossfunctional coordination together so that the information management model in LPP TVRI isknown in
creating information (broadcast material) using an Enterprise Content Management System (ECMYS).
Furthermore, this study also aimsto determine the matrix level model for information governance maturity
using Generally Accepted Recordkeeping Principles (GARP) which have been implemented in LPP TVRI.
Thisresearch approach is qualitative with an exploratory case study method in order to see further how
information governance practices have been carried out at LPP TVRI. Using the Information Governance
Reference Model (IGRM), it is known that the information governance model is carried out by cross-
functional to coordinate in creating broadcast material in the stages of the information life cycle. Each stage
isanalyzed using business elements, legal elements and personal and security elements,

information technology elements, records and information management elements. These elements are
carried out by each function in accordance with their duties and responsibilities. The information lifecycle
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carried out by each element isintegrated with each other in the Enterprise Content Management System
(ECMYS) in etere application. The information governance model that has been implemented in the LPP
TVRI environment is at level 2 of the information management maturity model matrix, which means that the
information governance model has had an impact on LPP TVRI but does not yet have legal force or standard
from the organization.



